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8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4369) ;  

9 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 1 1 6 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 4 3 1 ) ;  

1 0 .  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 · 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara· 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438) ;  

1 2 .  Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1 3 2 ,  
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4444); 

13 .  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

1 4 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643); 

1 5 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124 ,  Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674); 

16 .  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725) ;  

1 7 .  Undang-Undang Nomor 1 8  Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 8 5 1 ) ;  

1 8 .  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96., Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025);  

1 9 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130 ,  Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 5049) ;  

20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 ,  Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;  

2 1 .  Undang --Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
1 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5060); 
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